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Akuntansi pemerintahan memiliki peran penting dalam memastikan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, termasuk
dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang menjadi aset
strategis pemerintah daerah. Salah satu regulasi yang mengatur
penatausahaan BMD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi,
dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk
mengevaluasi pelaksanaan penatausahaan BMD di Badan Pendapatan
Daerah (BAPENDA) Kota Bitung berdasarkan regulasi tersebut. Fokus
kajian meliputi proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset,
serta identifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan
teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi
kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun
BAPENDA telah berupaya menerapkan Permendagri Nomor 47 Tahun
2021, masih terdapat sejumlah kendala seperti keterbatasan pemahaman
terhadap regulasi, lemahnya pengawasan internal, dan keterbatasan
kompetensi SDM dalam pengelolaan aset. Temuan ini menjadi dasar
dalam memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem penatausahaan
BMD yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel guna mendukung
efektivitas pelayanan publik di lingkungan BAPENDA Kota Bitung.

ABSTRACT

Government accounting plays a crucial role in ensuring transparency
and accountability in the management of public finances, including the
administration of Regional Government Assets (Barang Milik
Daerah/BMD), which are strategic assets of local governments. One of
the regulations governing BMD management is the Regulation of the
Minister of Home Affairs Number 47 of 2021 concerning Procedures for
Bookkeeping, Inventory, and Reporting of Regional Government Assets.
This study aims to evaluate the implementation of BMD administration
at the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Bitung City in
accordance with the said regulation. The focus of the research includes
bookkeeping, inventory, and reporting processes, as well as identifying
obstacles faced during implementation. This research adopts a
descriptive qualitative approach using data collection techniques such
as interviews, documentation, and literature review. The findings
indicate that although BAPENDA has made efforts to apply the
regulation, several challenges remain, including limited understanding
of the updated regulations, weak internal supervision, and insufficient
human resource competencies in asset management. These findings form
the basis for providing recommendations to improve a more orderly,
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transparent, and accountable BMD administration system in order to
support the effectiveness of public service delivery within BAPENDA
Bitung City.
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1. PENDAHULUAN

Akuntansi  didefinisikan = sebagai sistem yang mengidentifikasi, mencatat, dan
mengkomunikasikan informasi keuangan tentang suatu entitas ekonomi kepada pihak-pihak yang
berkepentingan [1]. Akuntansi adalah suatu sistem, bukan hanya sekumpulan teknik atau prosedur,
melainkan memiliki kerangka kerja yang terstruktur dan logis untuk mengidentifikasi, mencatat, dan
mengkomunikasikan informasi keuangan [2]. Akuntansi berfokus pada informasi keuangan, bukan
hanya informasi moneter.

Dalam sektor publik, akuntansi berkembang menjadi akuntansi pemerintahan, yaitu suatu sistem
akuntansi yang digunakan oleh entitas pemerintahan guna mengelola dan melaporkan keuangan negara
atau daerah secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku [3]. Akuntansi
pemerintahan tidak hanya mencatat pengeluaran dan penerimaan negara, tetapi juga menekankan
pertanggungjawaban atas pengelolaan aset dan sumber daya publik yang dimiliki pemerintah [4].

Salah satu elemen penting dalam akuntansi pemerintahan adalah pengelolaan Barang Milik
Daerah (BMD). BMD merupakan aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah yang
diperoleh melalui APBD maupun sumber sah lainnya [5]. Aset ini berfungsi mendukung
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penatausahaan
BMD yang baik, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum menjadi aspek krusial dalam mencerminkan
kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta kepercayaan publik [6].

Untuk mendukung pengelolaan BMD yang lebih sistematis, pemerintah menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Regulasi ini bertujuan memberikan
pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam mengelola aset secara tertib administrasi dan akuntabel
[7]. Dalam regulasi tersebut diatur langkah-langkah penatausahaan BMD secara terstruktur melalui
kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan, sehingga setiap aset yang dimiliki dapat tercatat dan
dilaporkan secara tepat, akurat, dan transparan [8].

Penerapan prinsip Good Governance mengharuskan setiap instansi pemerintahan untuk
menyelenggarakan manajemen publik secara bertanggung jawab dan akuntabel [9]. Hal ini ditegaskan
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang
mengatur bahwa pemerintah wajib memberikan layanan publik yang efektif, efisien, dan menjunjung
tinggi asas transparansi serta akuntabilitas. Dalam konteks ini, keberadaan sistem penatausahaan BMD
yang memadai bukan hanya menjadi kebutuhan administratif, tetapi juga menjadi sarana pengawasan,
evaluasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik [10].

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bitung merupakan salah satu perangkat daerah
yang memiliki peran strategis dalam pengumpulan pendapatan daerah serta pengelolaan aset yang
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digunakan dalam kegiatan operasionalnya. BMD yang dikuasai oleh BAPENDA berasal dari APBD dan
mencakup berbagai bentuk aset seperti tanah, gedung, kendaraan operasional, hingga peralatan kantor.
Penatausahaan aset tersebut harus dilakukan secara tertib agar dapat digunakan secara optimal dalam
menunjang pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas BAPENDA. Namun,
dalam pelaksanaannya, masih dijumpai sejumlah kendala dalam penatausahaan BMD di berbagai
instansi daerah, termasuk BAPENDA Kota Bitung. Permasalahan yang umum terjadi antara lain adalah
kurangnya pemahaman terhadap regulasi terbaru, lemahnya pengawasan internal, serta masih
terbatasnya kompetensi sumber daya manusia dalam melakukan pencatatan dan pelaporan aset [5], [8].
Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan aset serta berpotensi menimbulkan risiko
ketidaksesuaian data, kehilangan aset, dan kesulitan dalam proses audit maupun evaluasi kinerja
keuangan [6]. Penelitian terdahulu oleh Daniel, Frida, dan Sayuti (2020) menunjukkan bahwa masih
banyak pemerintah daerah yang mencatat BMD secara manual, belum sepenuhnya sistematis, dan tidak
sepenuhnya mengikuti regulasi yang berlaku [7]. Kendala serupa dapat ditemukan di berbagai instansi,
sehingga evaluasi terhadap pelaksanaan penatausahaan BMD menjadi penting guna menilai sejauh
mana regulasi seperti Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 telah diterapkan dan apa saja hambatan yang
dihadapi di tingkat pelaksana. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa perlu melakukan
kajian terhadap implementasi penatausahaan BMD berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 di
lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung, guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai
praktik penatausahaan yang berjalan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

2. METODE
2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan ini dipilih untuk memperoleh
pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai bagaimana penatausahaan BMD dilaksanakan
di BAPENDA Kota Bitung. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi ketentuan yang tercantum
dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi,
dan Pelaporan BMD, guna mengevaluasi kesesuaian antara praktik di lapangan dengan regulasi yang
berlaku.

2.2 Jenis Data

Menurut Sahir [2], penelitian kualitatif adalah pendekatan yang mempelajari fenomena tertentu
berdasarkan persepsi, dengan menghasilkan analisis deskriptif dalam bentuk narasi lisan dari objek yang
diteliti. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam proses
penatausahaan BMD yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan pada BAPENDA Kota
Bitung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran nyata melalui wawancara
langsung dengan informan yang terlibat dalam pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan Permendagri
Nomor 47 Tahun 2021.

2.3  Sumber Data

Menurut Sugiyono [3], data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data
kepada pengumpul data. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari informan
yang terlibat dalam proses penatausahaan BMD pada BAPENDA Kota Bitung Kepala Sub Bagian
Umum dan Aset, Pengurus Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan pihak-pihak lain yang
terlibat langsung dalam pengelolaan BMD. Pengumpulan data dilakukan untuk mengevaluasi
pelaksanaan penatausahaan BMD yang mencakup proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan
sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021.

2.4 Metode Analisis Data
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Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Metode analisis deskriptif
digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam fenomena yang diteliti. Dalam
penelitian ini, metode tersebut dimanfaatkan untuk mengevaluasi pelaksanaan penatausahaan BMD,
yang meliputi proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah Kota
Bitung. Analisis ini dilakukan dengan mengolah data hasil wawancara dan dokumentasi guna
memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan
dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021.

2.5 Proses Analisis Data
Adapun proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui dua metode utama, yaitu wawancara mendalam dengan informan yang
terlibat langsung dalam proses penatausahaan BMD dan dokumentasi terhadap dokumen-dokumen
pendukung seperti KIB, laporan semesteran dan tahunan, serta regulasi yang relevan (Permendagri
Nomor 47 Tahun 2021). Proses ini dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang
aktual, spesifik, dan sesuai konteks penelitian.
2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan proses reduksi data dengan cara menyeleksi,
menyederhanakan, dan memfokuskan informasi penting yang relevan dengan tujuan penelitian. Data
yang bersifat umum, berulang, atau tidak sesuai konteks dieleminasi, sedangkan informasi inti mengenai
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD disusun secara sistematis untuk dianalisis lebih lanjut.
Reduksi data membantu peneliti menghindari kelebihan informasi yang tidak diperlukan dan menjaga
fokus terhadap rumusan masalah.
3. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan wawancara,
serta tabel atau dokumen pendukung yang relevan. Penyajian data bertujuan untuk memberikan
gambaran yang jelas mengenai kondisi aktual penatausahaan BMD di BAPENDA Kota Bitung. Dengan
menyajikan data dalam format terstruktur, peneliti dapat lebih mudah mengidentifikasi pola,
kecenderungan, atau permasalahan yang terjadi di lapangan.
4. Pembahasan

Tahap pembahasan dilakukan dengan menghubungkan temuan lapangan dengan teori dan regulasi
yang digunakan sebagai dasar analisis, khususnya Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Pada tahap ini,
peneliti menganalisis sejauh mana pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD telah
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pembahasan juga mengidentifikasi faktor pendukung
dan penghambat dalam pelaksanaan penatausahaan BMD di instansi tersebut.
5. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari proses analisis data adalah penarikan kesimpulan. Peneliti merumuskan hasil-hasil
temuan yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kesimpulan bersifat sementara selama
proses pengumpulan data berlangsung, dan akan diperkuat secara final setelah semua data dianalisis.
Dari kesimpulan ini, peneliti dapat memberikan rekomendasi yang kontekstual dan aplikatif untuk
perbaikan sistem penatausahaan BMD di BAPENDA Kota Bitung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pembukuan Barang Milik Daerah (BMD) Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung

3.1.1 Pembukuan BMD BAPENDA Kota Bitung
Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, pelaksanaan pembukuan Barang Milik Daerah

(BMD) di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bitung telah berjalan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Kegiatan pembukuan dilaksanakan oleh pengurus barang dengan tujuan mencatat setiap
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barang milik daerah secara tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaannya,
BAPENDA Kota Bitung memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik
Daerah (SIMDA BMD) sebagai sarana utama pencatatan. Melalui aplikasi ini, proses pembukuan
dilakukan secara digital, mencakup input data barang, pembaruan kondisi aset, serta pembuatan laporan
pembukuan. Penerapan SIMDA BMD membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan, serta
meminimalkan kesalahan manual dalam pengelolaan data aset. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan
pembukuan masih terdapat beberapa kendala. Salah satunya adalah keterlambatan pencatatan mutasi
barang, seperti pemindahan atau penghapusan aset, yang tidak selalu langsung diperbarui dalam sistem.
Selain itu, sebagian pegawai masih mengalami kendala dalam pengoperasian aplikasi SIMDA BMD,
terutama pada proses input dan pelaporan data. Untuk mengatasi hal tersebut, BAPENDA Kota Bitung
perlu melakukan pendampingan teknis dan pelatihan berkala bagi pengurus barang agar pemanfaatan
aplikasi SIMDA BMD dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, diperlukan juga pengawasan internal
yang lebih intensif untuk memastikan setiap perubahan data barang dicatat tepat waktu dan sesuai
prosedur. Secara keseluruhan, pembukuan BMD di BAPENDA Kota Bitung telah dilaksanakan dengan
baik dan mengacu pada ketentuan yang berlaku, namun masih perlu peningkatan dalam aspek ketepatan
waktu pencatatan dan kompetensi pengguna sistem agar hasil pembukuan semakin akurat dan akuntabel.

3.1.2 Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung
1. Inventarisasi BMD BAPENDA Kota Bitung

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah
(BMD) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bitung telah dilaksanakan setiap tahun
sesuai dengan ketentuan. Kegiatan inventarisasi ini dilakukan secara bertahap, meliputi tahap persiapan,
pelaksanaan, dan pelaporan. Pada tahap persiapan, Kepala BAPENDA menetapkan Tim Inventarisasi
melalui Surat Keputusan, yang berfungsi untuk merencanakan jadwal kegiatan serta menyiapkan data
dan dokumen pendukung seperti Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR).
Pada tahap pelaksanaan, Tim Inventarisasi melakukan pemeriksaan fisik terhadap seluruh barang milik
daerah di setiap ruangan kerja. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mencocokkan antara data fisik barang
yang ada di lapangan dengan data yang tercantum dalam KIB dan KIR. Melalui kegiatan ini, tim dapat
memastikan bahwa seluruh aset daerah teridentifikasi dengan baik dan tercatat sesuai dengan kondisi
sebenarnya. Proses inventarisasi juga mencakup pemberian tanda atau label kode pada barang yang
belum memiliki kode identifikasi, sehingga seluruh barang dapat terdata secara sistematis.

Hasil inventarisasi kemudian dituangkan dalam bentuk laporan resmi yang disusun oleh Tim
Inventarisasi dan disampaikan kepada pimpinan untuk digunakan sebagai dasar dalam penyusunan
laporan aset daerah. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan inventarisasi di BAPENDA Kota Bitung
telah sesuai dengan ketentuan peraturan, di mana telah dibentuk Tim Inventarisasi secara resmi dan
dilaksanakan kegiatan pengecekan fisik barang secara menyeluruh. Namun demikian, masih ditemukan
beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain terdapat barang yang belum memiliki label kode
barang, serta adanya perbedaan antara kondisi fisik barang dan data yang tercantum pada Kartu
Inventaris Barang (KIB). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa data administrasi belum sepenuhnya
diperbarui secara berkala, sehingga dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara kondisi riil di lapangan
dan data pada sistem. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dalam proses inventarisasi serta
kurangnya ketelitian dalam pembaruan data aset. Meskipun demikian, secara umum proses inventarisasi
di BAPENDA Kota Bitung telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan, meskipun masih
perlu dilakukan penertiban administrasi dan pembaruan data secara berkesinambungan. Dengan
demikian, diperlukan peningkatan ketertiban dalam pelabelan barang, pembaruan data pada KIB dan
KIR secara rutin, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis. Selain
itu, perlu dilakukan pengawasan internal yang lebih ketat agar hasil inventarisasi dapat menghasilkan
data aset yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya-upaya tersebut akan mendukung
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terciptanya pengelolaan Barang Milik Daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel di lingkungan
BAPENDA Kota Bitung. Dapat dilihat Gambar 1 Yang Menampilakan Dokumen Inventaris Yang ada
pada BAPENDA Kota Bitung.
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Sumber : BAPENDA KOTA BITUNG, 2025
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Gambar 3. Kartu Inventaris Barang (KIB) C : Gedung Dan Bangunan Seperti Kantor, Rumah Dinas
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Sumber : BAPENDA KOTA BITUNG, 2025
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Gambar 4. Kartu Inventaris Barang (KIB) D : Barang Inventaris Berupa Jalan, Irigasi Dan Jaringan
Seperti Listrik, Internet PDAM, Dan Lain-Lain
Sumber : BAPENDA KOTA BITUNG, 2025
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Gambar 5. Gambar KIR Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung
Sumber : BAPENDA KOTA BITUNG, 2025
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PEMERINTAH KOTA BITUNG
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Tn. .
| Dr. Sam Ratulangt Nomor 45 Telp (0438) 21006 Bitung

BERITA ACARA REKONSILIAS]
Nomor: 016/REKON-TW2/VII/2025
Pada hart Inil Sclasa tanggal Delapan bulan

uli ¢
e SR ¥ ahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat

nd
an Aset Daerah Kota Biltung, yang bertanda tangan dibawah inf :

L
:ama : Aleksius Amis), S.Sos
P
i 19750117 200604 1 oos
Pangkat/Gol : Penata, Ili/c
Jabatan

: Pengurus Barang Pen
ERuna Badan Pendapatan D
Kota Bitung = .

Dalam hal ini bertindak sebagal Pengurus Barang P sel

nya sebagal PIHAK PERTAMA

n. Nama Melly M. Wowor, S.5d
NP : 19730314 200312 2 008
Pangkat/Gol

: Pembina, IV/a
JIabatan : Kepala Bidang Aset Daerah

Dalam hal ini bertindak sebagal Pengurus Barang Pengelola selanjutnya sebagal PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan rekonsiliasi data BMD dengan membandingkan

Data laporan BMD periode 01 April 5/d 30 Juni 2025, dengan hasil b padal an
Demikian Berita Acara Rekonsiliasi dibuat dengan sebenar-benarnya, o diper; al
dal m dukung Laporan Barang Milik Dacrah(BMD).

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

=)

Melly . W, or, S.Pd Aleksius Amisl, S Sos
NIP. 19730314 200312 2 008 NIP. 19750117 200604 1 008

Gambar 5. Dokumentasi Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
Sumber : BAPENDA Kota Bitung, 2025

3.1.3 Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung
1. Pelaporan BMD BAPENDA Kota Bitung

Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan tahap akhir dalam sistem penatausahaan aset
daerah yang bertujuan untuk menyajikan informasi menyeluruh mengenai posisi, kondisi, dan
perubahan atas barang milik daerah selama satu periode pelaporan. Berdasarkan hasil wawancara dan
dokumentasi, pelaksanaan pelaporan BMD di BAPENDA Kota Bitung telah mengacu pada ketentuan
Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan
Pelaporan BMD. Pelaporan dilakukan secara berkala setiap semester dan akhir tahun, meliputi
penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna dan Laporan Barang Pengguna, yang kemudian
disampaikan kepada pengelola barang di tingkat pemerintah daerah. Sebelum penyusunan laporan
dilakukan, pengurus barang terlebih dahulu melakukan kegiatan pengamatan dan pengecekan fisik
barang di setiap ruangan kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data aset yang
akan dilaporkan sesuai dengan kondisi fisik di lapangan. Pengurus barang mencocokkan data pada Kartu
Inventaris Ruangan (KIR) dan Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan barang yang ada secara fisik,
termasuk memeriksa kode barang, jumlah, jenis, serta kondisinya. Hasil dari pengecekan ini menjadi
dasar dalam penyusunan laporan aset semesteran dan tahunan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pelaporan di BAPENDA Kota Bitung telah menunjukkan
tingkat kesesuaian yang cukup baik dengan ketentuan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Pengurus
barang telah melaksanakan penyusunan laporan sesuai jadwal, dan laporan tersebut telah disampaikan
kepada pengelola barang sesuai mekanisme yang ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa
kendala dalam proses pelaporan, antara lain keterlambatan dalam pengumpulan data dari masing-masing
unit kerja dan adanya perbedaan kecil antara data fisik barang dengan data administrasi. Kendala ini
biasanya disebabkan oleh keterlambatan pembaruan data mutasi barang dan kurang optimalnya
koordinasi antarbagian dalam proses penyusunan laporan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa
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pelaksanaan pelaporan BMD di BAPENDA Kota Bitung sudah berjalan sesuai dengan ketentuan
peraturan, namun masih perlu adanya peningkatan dalam hal ketepatan waktu dan validitas data laporan.
Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penguatan pengawasan internal, peningkatan koordinasi
antarunit, serta penerapan sistem pelaporan berbasis digital yang lebih terintegrasi melalui aplikasi
SIMBDA BMD. Dengan penerapan sistem yang baik dan pembaruan data yang dilakukan secara
konsisten, maka pelaporan Barang Milik Daerah di BAPENDA Kota Bitung akan semakin akurat,
transparan, dan dapat dijadikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan aset
daerah.

3.2 Pembahasan
3.2.1 Evaluasi Pembukuan Barang Milik Daerah (BMD) Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung
Hasil Evaluasi dapat dilihat di Tabel 1 menjelaskan evaluasi penatausahaan yaitu pembukuan.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Penatausahaan BMD pada Prosedur Pembukuan
Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf a disusun oleh Kuasa
Pengguna Barang yang memuat
data BMD yang berada pada
Kuasa Pengguna Barang.

2. Daftar BMD pada Pengguna

Belanja Daerah (APBD) akan
dibuat pembukuan.

2.Pembukuan barang milik daerah
pada BAPENDA Kota Bitung
dilakukan oleh Pengguna/Kuasa

Pengguna Barang dibantu oleh

Barang sebagaimana dimaksud Pengurus Barang melalui
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b penginputan  diaplikasi SIMDA
disusun oleh Pengguna Barang BMD pada penatausahaan

yang memuat data BMD yang
Pengguna berada pada Barang

3.Setiap ke dalam SIMDA BMD akan
dikelompokkan dan dikodefikasi

Unsur Permendagri Nomor 47 tahun BAPENDA Kota Bitung keterangan
penatausahaan 2021
Pembukuan 1. Daftar BMD pada Kuasa | l.Setiap barang yang diakuisisi Sesuai
BMD Pengguna Barang sebagaimana melalui Anggaran Pendapatan dan

oleh pengurus barang sesuai dengan
penggolongan yang tepat. Informasi
ini juga dapat diakses secara manual
melalui Kartu Inventaris Barang
(KIB), yang dibagi menjadi KIB A
hingga D.

Pada Tabel 1 dilihat bahwa, BAPENDA Kota Bitung telah mengikuti proses penatausahaan pada
pembukuan telah sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Dalam konteks ini,
pengurus barang saat melakukan pembukuan barang milik daerah selalu mengikuti panduan peraturan
Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 sehingga menunjukkan komitmen BAPENDA Kota Bitung dalam
menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah. Ini membantu
memastikan bahwa catatan keuangan dan aset daerah diurus

dengan tepat dan dapat

dipertanggungjawabkan.

3.2.2 Evaluasi Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Badan Pendapatan Daerah Kota
Bitung
Hasil Evaluasi dapat dilihat di Tabel 2 menejelaskan evaluasi penatausahaan yaitu pembukuan.
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Tabel 2 Tabel Hasil Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Prosedur Inventarisasi
Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung

Unsur Permendagri Nomor 47 tahun BAPENDA Kota Bitung keterangan
penatausahaan 2021
Tahap Tahap persiapan dimaksud yaitu | Tahap persiapan yang diterbitkannya Sesuai
persiapan meliputi: Keputusan Sulawesi Utara tentang
a. Pembentukan tim (terlampir). Dalam Surat dimulai
inventarisasi dengan Surat Gubernur penetapan tim
b. Penyiapan awal data invetarisasi Keputusan tersebut
ditetapkan struktur organisasi, nama
nama tim inventarisasi BMD beserta
tugas tugasnya termasuk didalamnya
penunjukan kepala SKPD /Sekretaris
/Kasubag Umum sebagai Penanggung
Jawab Tim Inventarisasi yang berada di
unitnya. Selanjutnya dilakukan
pencetakan kertas kerja KIB A sampai
dengan KIB D dan pembaruan KIR
Tahap Tahap pelaksanaan dimaksud, 1.Pendataan dan pencatatan | Sesuai
pelaksanaan merupakan kegiatan untuk dilaksanakan dengan menghitung
melakukan pendataan, pencatatan jumlah barang. meneliti kondisi
dan identifikasi barang. menempelkan label registrasi
sementara pada BMD yang telah
dihitung  serta  mencatat  hasil
inventarisasi pada kertas kerja
Inventarisasi
2.1dentifikasi dilaksanakan mulai dari
pengelompokkan kondisi barang dan
pemberian barang golongan
kodefikasi. kode sesuai dan
Tahap Tahap Pelaporan hasil | Tahap ini pengurus barang | Sesuai
Pelaporan Hasil | Inventarisasi sebagaimana | melaksanakan  penyusunan  Daftar
Inventarisasi dimaksud, merupakan tahapan | Barang Hasil Inventarisasi (DBHI) yang
penyusunan laporan hasil | telah di Inventarisasi berdasarkan data
Inventarisasi yang dilakukan oleh | kertas kerja dan hasil identifikasi,
Kuasa Pengguna Barang, | membuat surat Berita Acara kepada
Pengguna Barang dan Pengelola | Penanggung Jawab serta menyampaikan
Barang melalui Tim Inventarisasi | laporan hasil inventarisasi beserta
menyusun laporan hasil | kelengkapannya
Inventarisasi
Tahap Tindak Tahap tindak lanjut hasil | Tahap tindak lanjut dilaksanakan | Sesuai
Lanjut Hasil inventarisasi BMD sebagaimana | dengan pendaftaran kembali data hasil
Inventarisasi dimaksud, dilakukan mulai dari | inventaris pada Buku Barang, Kartu
BMD pemberian label pada BMD | Identitas Barang sesuai dengan hasil
dengan sampai menindaklanjuti | inventarisasi yang telah ditetapkan oleh
penggunaan BMD sesuai dengan | penanggung jawab, menempelkan
ketentuan peraturan perundang- | blangko pada masing-masing barang
undangan Yang di inventarisasi

Pada Tabel 2 di atas menunjukan bahwa BAPENDA Kota Bitung dalam penatausahaan pada

inventarisasi telah sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembukuan,

Inventarisasi, dan Pelaporan BMD. Pengurus barang menunjukkan pemahaman mereka terhadap

peraturan yang mengatur mengenai prosedur inventarisasi barang milik daerah dengan membaca dan

mengikuti peraturan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Dengan mengikuti
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peraturan yang berlaku dapat membantu pengurus barang memastikan bahwa data dan informasi yang
dihasilkan dalam proses inventarisasi adalah akurat dan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Hal
ini penting untuk menjaga integritas dan keandalan data inventarisasi.

3.2.3 Evaluasi Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota
Bitung
Hasil Evaluasi dapat dilihat di Tabel 3 menejelaskan evaluasi penatausahaan yaitu pelaporan.

Tabel 3. Tabel Hasil Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Prosedur Pelaporan
Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung

Unsur Permendagri Nomor 47 tahun BAPENDA Kota Bitung keterangan
penatausahan | 2021

Pelaporan Laporan barang kuasa pengguna | Proses pelaporan di BAPENDA Kota | Sesuai
Barang Milik dan laporan barang pengguna yang | Bitung dilakukan oleh Pengguna

Daerah disusun setiap semester | Barang yang dibantu oleh Pengurus

sebagaimana dimaksud pada ayat | Barang setiap bulan, triwulan,

(3), dihimpun oleh Pengguna | semester dan pertahun melalui aplikasi
Barang bahan ang sebagai | SIMDA. Pelaporan ini bukan hanya
penyusunan laporan  barang | dilakukan oleh BAPENDA saja,
pengguna. melainkan seluruh SKPD

Laporan barang pengguna | Laporan semester dan tahunan telah
sebagaimana dimaksud pada ayat | dibuat oleh BAPENDA  akan
(4) digunakan sebagai bahan | digunakan sebagai bahan untuk
penyusunan neraca SKPD untuk | menyusun neraca SKPD untuk
disampaikan kepada Pengelola | disampaikan kepada Kepala Daerah
Barang. melalui Sekretaris Daerah

Penatausahaan dalam prosedur Pelaporan telah sesuai dilakukan BAPENDA Kota Bitung. Pada
melakukan pelaporan BMD, pengurus barang melakukan tindakan pengamatan terhadap peraturan yang
diatur dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 serta memastikan bahwa prosedur pelaporan BMD
sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam peraturan tersebut. Ini menunjukkan komitmen pengurus
barang dalam memastikan bahwa proses pelaporan barang milik daerah dilakukan dengan tepat dan
sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga pengurus barang menjaga agar
pelaporan dilakukan dengan standar yang sesuai dengan regulasi dan memastikan ketaatan terhadap
ketentuan hukum yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Proses pendaftaran dan pencatatan BMD di BAPENDA Kota Bitung secara umum telah mengacu
pada ketentuan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Namun dalam
implementasinya masih terdapat kekurangan, seperti keterlambatan dalam pencatatan aset baru dan
belum optimalnya koordinasi antar bidang terkait.

Proses pembukuan BMD sudah dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SIMDA BMD, namun
belum seluruh pegawai memahami secara mendalam penggunaan sistem tersebut. Hal ini berdampak
pada potensi kesalahan teknis maupun keterlambatan dalam pelaporan, yang berpengaruh terhadap
akurasi dan keandalan data barang milik daerah.

Inventarisasi BMD belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh sebagaimana diamanatkan oleh
regulasi. Terdapat kendala dalam pelaksanaan inventarisasi seperti keterbatasan sumber daya manusia,
minimnya pelatihan teknis, serta belum adanya pedoman kerja yang terstruktur dan terstandardisasi
untuk kegiatan tersebut.

Pelaporan BMD, meskipun secara umum telah dilakukan, namun masih terdapat kelemahan
dalam akurasi data serta ketepatan waktu pelaporan. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan
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pengawasan internal dan sistem pelaporan yang lebih real-time agar kualitas laporan BMD dapat lebih
dapat diandalkan.
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